
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada awalnya, untuk melawan pejuang Palestina yang dianggap melakukan 

kegiatan terorisme, maka pemerintah Israel melalui operation defensive shield membuat 

suatu kebijakan yang dinamakan targeted killing policy. Kebijakan ini dianggap sebagai 

cara yang ampuh untuk memberantas setiap kegiatan terorisme melalui persetujuan 

pemerintah Israel.1 

Setelah kejadian pembajakan pesawat pada tanggal 11 September 2001, AS 

mengadopsi kebijakan targeted killing Israel untuk memberantas setiap kegiatan yang 

menurut AS merupakan tindakan terorisme. Dua puluh September 2001, Presiden AS 

saat itu, yakni George W. Bush mengeluarkan pernyataan “War On Terror” dengan 

menggunakan prinsip “pre-emptive self-defense”2, yang mana menyatakan bahwa perang 

melawan teror dengan  targeted killing.3 

Targeted killing dapat diartikan sebagai pencegahan, pertimbangan, untuk 

membunuh seseorang atau individu terkenal yang secara jelas merepresentasikan 

                                                           
1  Atina Izza, Jurnal Analisis HI  Perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel Masa Pemerintahan  

Ariel Sharon dalam Intifada  Kedua, Universitas Airlangga, September 2014.Program Studi S1 Hubungan 

Internasional, Universitas Airlangga 
2  . Yusran, Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia, dalam Desi Susanti 

Sidabutar, Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam 

Perspektif Hukum Internasional, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 3. 
3  Paul W. Staeheli, Collapsing Insurgent Organizations Through Leadership Decapitation: A Comparison of 

Targeted killing And targeted Incarceration In Insurgents Organizations, Thesis, Naval Postgraduate School, 

Monterey, California, March 2010, hlm. 2. 



 

 

ancaman untuk keamanan dan keselamatan suatu negara sepanjang berafiliasi dengan 

kelompok teroris atau perseorangan.4 

Berdasar pengertian tersebut, AS telah mengambil langkah untuk melakukan 

targeted killing terhadap siapapun, individual maupun kelompok yang dianggap 

memeberikan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan AS, dalam hal ini mereka 

menyebutnya sebagai teroris. AS beralasan bahwa kebijakan targeted killing yang 

dilakukannya merupakan self-defense sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. 

Dalam Pasal 51 Piagam PBB yang berbunyi : 

“nothing in the present charter shall impair the inherent right of 

individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member 

of the united nations, until the Security council has taken measures necessary to 

maintain international peace and security. Measures taken by Members in the 

exercise of this right of self- defense shall be immediately reported to the Security 

council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the 

Security council under the present charter to take at any time such action as it 

deems necessary in order to maintain or restore international peace and 

security.” 

 

Yang mana apabila diterjemahkan berarti : 

 

“Tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak 

perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata 

terjadi terhadap suatu anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil 

tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan 

internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam 

melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada DK dan 

dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung 

jawab DK menurut piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang 

dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan 

internasional.” 

 

Pasal 51 Piagam PBB ini telah menyatakan bahwa hak untuk membela 

diri hanya ada sebagai tanggapan untuk serangan bersenjata. Apabila diperhatikan 

                                                           
4  Thomas B. Hunter, Targeted killing: Self-defense, Preemption, and The War on Terrorism, Operational 

Studies, 29 April 2005, pg 3, dalam Jessica Goldings, B.A, Targeted killings In The Al Aqsa Intifada : An 

Examination of Changes In Hamas Operational Capacity, Thesis, Faculty of The Graduate School of Arts and 

Sciences of Georgetown University, Washington DC, April, 14, 2011, hlm 3. 



 

 

lebih lanjut, Pasal 51 Piagam PBB tersebut tidak menjelaskan apakah suatu 

negara tanpa serangan senjata terlebih dahulu boleh memasuki wilayah negara 

lain seperti yang dilakukan AS dalam program targeted killing-nya.  

Terdapat polemik mengenai targeted killing yang dilakukan AS dengan 

alasan self-defense. Belum terlihat apakah kebijakan AS tersebut merupakan 

sebuah self-defense atau telah melanggar hukum yakni dengan memasuki wilayah 

negara lain tanpa izin.  

Secara tidak langsung, masalah ini bisa dibandingkan dengan kasus 

Nikaragua melawan Amerika, yang mana pada tahun 1986, ditandatangani 

Mahkamah Internasional (MI) yang mana MI mengabulkan gugatan Nikaragua 

serta memberikan reparasi kepada Nikaragua.5 Permasalahan ini berawal dari 

terjadinya gejolak dalam negeri Nikaragua, yang selanjutnya AS terlibat secara 

aktif dalam permasalahan intern Nikaragua.  

Menurut Nikaragua, campur tangan AS ini memperburuk keadaan dan AS 

juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum 

internasional. AS beralasan bahwa campur tangannya terhadap Nikaragua 

dikarenakan Nikaragua telah terlebih dahulu melakukan campur tangan terhadap 

negara tetangganya yakni Salvador, dimana Salvador merupakan sekutu AS, yang 

mana AS juga membantu gerilyawan yang ingin menggulingkan Sandinista yang 

berkuasa di masa itu.6 

Hubungan yang penulis dapatkan adalah, dalam hal targeted killing atas 

dasar self-defense, AS menggunakan kekuatan bersenjata yakni menggunakan 

                                                           
5  International Court Of Justice, June 27 1986, Summaries of Judgement and Orders, Case Concerning The 

Military and Paramilitary In and Against Nicaragua ( Nicaragua v. United States Of America. 
6   Sandinista atau Frente Sandinista de Liberacion Nacional terbentuk pada tahun 1963, yang merupakan 

kelompok pemberontak di Nikaragua yang menentang keras dan ingin menggulingkan pemerintahan diktator 

Presiden Samoza. Sandinista menjadi penguasa baru di Nikaragua setelah berhasil meruntuhkan pemerintahan 

Samoza., dalam Ida Primayanthi, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua-

Amerika Serikat), Fakultas Hukum Universitas Udayana. 



 

 

drones. Dalam putusan ICJ mengenai kasus ini, didapatkan pengertian bahwa 

armed attack, yakni serangan bersenjata dapat dikirimkan oleh non-state actor 

apabila dikirimkan oleh dan atas nama negara. 

Dalam hal kasus Nikaragua, ICJ menjelaskan bahwa sebuah serangan 

bersenjata tidak selalu berupa tindakan angkatan bersenjata yang melewati batas-

batas negara, namun juga pengiriman sekumpulan tentara, kelompok, atau tentara 

bayaran, yang membawa kekuatan bersenjata untuk melawan negara lain.7 

AS menyatakan bahwa kebijakan targeted killing yang dilakukannya 

berkaitan dengan self-defense yang mana merupakan bagian dari doktrin pre-

emptive strike. Doktrin ini muncul setelah tragedi 9/11 yang disampaikan pertama 

kali oleh Presiden Bush pada upacara Wisuda Akademi Militer AS di West Point, 

New York. Doktrin ini menekankan keharusan semua warga AS untuk 

berpandangan ke depan dan bersikap tegas dan siap dengan tindakan pre-emptive 

(mendahului musuh). Pre-emptive berarti melakukan serangan atau telah dalam 

proses melakukan serangan.8    

Dalam prinsip umum hukum internasional yang sangat fundamental, Pasal 

2 ayat (4) Piagam PBB menyatakan bahawa : 

“All Members shall refrain in their international relations from the treat 

or use of force against the territorial integrity and political independence of any 

state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United 

Nations” 

Yang artinya adalah : 

                                                           
7  At para.195; see also paras 16-18 below dalam Christoper Greenwood, Self-Defense, Encyclopedia Entries, 

Max Planck Encyclopedia of Public International law, Oxford Public International Law, poin 11. 
8  Yusran, Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia, dalam Desi Susanti 

Sidabutar, Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam 

Perspektif Hukum Internasional, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Loc.cit. 



 

 

“Semua anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional 

mereka dari penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas territorial 

dan kemerdekaan politik setiap negara atau dengan cara lain yang tidak sesuai 

dengan tujuan PBB”. 

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB ini telah jelas menghimbau seluruh anggota 

untuk menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun, apabila terjadi 

suatu serangan bersenjata, Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa suatu negara 

boleh membela diri. 

Kebijakan targeted killing yang dilakukan AS pada akhirnya 

menimbulkan keraguan, apakah targeted killing tersebut memang benar 

merupakan bentuk self-defense yang mana hak self-defense harus dilakukan 

sesuai kebutuhan dan secara proporsional.9 

Dalam metode targeted killing yang dilakukan AS menggunakan drones, 

menimbulkan pro kontra terhadap penggunaannya. Di satu sisi dapat mengurangi 

keterlibatan tentara militer di medan perang dan juga melindungi mereka dari 

bahaya konflik.10 Namun, pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang mengingat 

akurasinya di saat konflik yang masih dipertanyakan.11 

 Akurasi yang dimaksud disini adalah bagaimana dampak yang 

ditimbulkan akibat penggunaan drones dalam hal sebagai metode targeted killing. 

Permasalahan lain yang timbul disini adalah apakah kebijakan targeted killing AS 

dengan alasan self-defense tersebut benar-benar merupakan bentuk self-defense. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

                                                           
9  Christoper Greenwood, Self-Defense, Encyclopedia Entries, Max Planck Encyclopedia of Public International 

law, Oxford Public International Law, poin 25 
10  Bradley Jay Strawser, 2010, Moral Predators : The Duty to employ Uninhabited Aerial Vehicles, 9 Journal of 

Military Ethics 342, hlm. 342, dalam Denny Ramdhany dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum 

Humaniter Internasional Kontemporer, jakarta :Rajawali Pers, 2015, hlm. 211. 
11  Christopher J. Markham dan Mivhael N. Schmitt, 2013, Precision Air Warfare and The Law of Armed 

Conflict, 89, Internasional Law Studies 669, hlm. 671, dalam Denny Ramdhany dkk, Op cit, hlm. 212 



 

 

menguraikan pembahasan mengenai “KEBIJAKAN TARGETED KILLING 

OLEH AMERIKA SERIKAT (AS) DI AFGHANISTAN SEBAGAI 

PELAKSANAAN ASAS SELF-DEFENSE DITINJAU MENURUT 

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di 

atas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan 

sebagaimana yang penulis harapkan, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun 

beberapa permasalahan yang akan penulis kaji yaitu : 

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud self-defense sebagaimana termuat dalam Pasal 

51 Piagam PBB menurut perspektif hukum internasional? 

2. Sejauh manakah kesesuaian kebijakan targeted killing oleh AS di Afghanistan 

dalam pelaksanaan asas self-defense ditinjau menurut Hukum Internasional? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud self-defense sebagaimana 

termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB menurut perspektif hukum internasional. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan targeted killing oleh AS di Afghanistan 

telah sesuai dengan pelaksanaan asas self-defense ditinjau menurut hukum 

internasional.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat yakni : 



 

 

1. Secara teoritis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

di bidang hukum internasional , khususnya mengenai status kebijakan targeted 

killing yang dilakukan oleh AS dengan menggunakan drones dalam perang 

melawan terorisme sebagai bentuk self-defense.  

b) Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai hukum 

internasional, khususnya tentang kebijakan targeted killing yang dilakukan AS 

dan penggunaan drones ( pesawat tanpa awak ) di Afghanistan sebagai salah 

satu metodenya, ditinjau dari perspektif self-defense. 

2. Secara Praktis  

Menjadi bahan masukan bagi negara dalam menentukan strategi self-

defense dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu 

kebijakan yang mengutamakan prinsip-prinsip hukum internasional yang 

fundamental, tidak merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan efek – efek 

negatif yang baru, serta melaksanakan kebijakan secara transparan.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap 

objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat 

dari para pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Terdapat berbagai 

upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan berupa proses 

bertanya kepada orang lain, melalui akal sehat, intuisi, dan prasangka.12 

1. Pendekatan Penelitian 

                                                           
12  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 4. 



 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji 

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.13 Dengan kata lain 

penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan 

proses penegakan hukum tersebut. Dalam prakteknya, penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.14 

2. Sifat Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil 

penelitian terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.15 

3. Sumber dan Jenis Data 

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yakni data yang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga 

golongan, yakni : 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hal ini 

berupa : 

1) Piagam PBB 

2) Putusan Mahkamah Internasional 

3) Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-

internasional. 

b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat 

membantu penulis dalam menganalisa dan memahami hukum primer 

                                                           
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hlm 13. 
14  Ibid. 
15  Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 11-12 



 

 

seperti : buku-buku, Pasal media massa, serta penelusuran informasi 

melalui internet. 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mencakup kamus dan 

ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumen yaitu 

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari 

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau 

objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mengunjungi beberapa 

perpustakaan, yakni : 

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas 

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

c) Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian 

terhadap data terkumpul yang tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur 

hukum, hasil-hasil penelitian, konvensi, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 


